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 Village fund management is an important instrument in the development and empowerment of rural 

communities in Indonesia. However, the potential for misuse of village funds, including corruption, 

remains a serious challenge that can hinder development goals. This study aims to analyze the 

supervision of village funds as an effort to prevent corruption and strategies to create corruption-
free villages. The method used is qualitative research with a descriptive analytical approach through 

a literature study of laws and regulations, academic literature, supervisory agency reports, and 

previous research findings. The results of the study show that transparency, community 

participation, accountability of village officials, the use of information technology, and multi-actor 
collaboration are crucial factors in the supervision of village funds. The application of the principles 

of good village governance can prevent the misuse of funds, increase the effectiveness of 

development, and build community trust in the village government. 
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PENDAHULUAN 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa 

mendapat perhatian besar sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan pedesaan, memperkuat 

otonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui undang-undang tersebut, dana desa 

dialokasikan langsung kepada desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, 

pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan produktif lokal. Dana desa menjadi pondasi utama bagi 

transformasi desa—dari desa tertinggal menuju desa berkembang, bahkan mandiri. Dalam konteks ini, 

pengelolaan dana desa bukan hanya urusan administratif, tetapi menjadi elemen strategis bagi pembangunan 

nasional, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.  

Sejalan dengan itu, sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur bahwa desa sebagai entitas pemerintahan 

terkecil tetap berada dalam bingkai regulasi dan akuntabilitas negara (Meri Yarni et al., 2019). Namun, 

implementasi dana desa ternyata tidak selalu berjalan mulus sebagaimana tujuan awalnya. Sejak pengelolaan 

dana desa dilegalisasi dan mulai digulirkan secara besar-besaran, potensi penyalahgunaan dan korupsi 

meningkat secara signifikan. Alokasi dana desa yang semula untuk pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat, berakhir sebagai sumber korupsi: dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, proyek fisik 

dilaksanakan secara fiktif, laporan anggaran dilebih-lebihkan, hingga manipulasi pertanggungjawaban 

keuangan dengan laporan palsu (Setiawan & Saleh, 2021). 

Masalah ini menjadi sinyal bahaya bahwa sekalipun secara regulasi telah tersedia instrumen pengelolaan dana 

desa—perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban—apabila pengawasan lemah, maka 

kerentanan penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Lemahnya akuntabilitas internal dan minimnya kontrol 
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eksternal menjadi dua faktor utama yang memungkinkan penyimpangan dana desa (Ash-shidiqqi & Wibisono, 

2018).  

Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa modus umum korupsi dana desa meliputi penyalahgunaan dana melalui 

laporan pertanggungjawaban fiktif, mark-up anggaran, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. 

Lebih dari 59 persen kasus korupsi dana desa melibatkan laporan keuangan palsu atau tidak sesuai realisasi di 

lapangan (Kompas, 2025). Hal ini mempertegas bahwa di banyak desa, tahap pencairan dan pelaporan 

anggaran menjadi titik rentan penyimpangan terutama jika kontrol terhadap realisasi fisik dan dokumentasi 

anggaran dilakukan secara lemah atau formalitas belaka. 

Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa dana desa meskipun penting bisa menjadi sumber kerugian 

negara dan rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa jika tidak dikelola secara transparan dan 

akuntabel. Sejak tahun 2015–2021, total kerugian akibat penyalahgunaan dana desa mencapai ratusan miliar 

rupiah, dengan ratusan tersangka korupsi di tingkat desa (Kompas, 2023). Kondisi ini jelas tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak cita-cita otonomi desa, penanggulangan kemiskinan, dan 

pembangunan pedesaan yang produktif. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dana desa sangat rentan disalahgunakan jika 

pengawasan minim. KPK mendorong tata kelola yang lebih transparan, penggunaan sistem informasi 

keuangan berbasis desa, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan dana desa dikelola 

dengan benar. Perwujudan pengawasan dana desa menjadi krusial tidak hanya untuk mencegah korupsi, tetapi 

juga untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan: meningkatkan layanan 

dasar, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan desa. 

Ketika sistem pengawasan dijalankan dengan baik, pengelolaan dana desa dapat berdampak positif pada 

perekonomian masyarakat desa (Kholik, 2024). 

Pengawasan dana desa memiliki legitimasi normatif: peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pejabat 

yang diberikan kewenangan atas dana publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut 

kepada negara dan masyarakat, serta tunduk pada pengawasan eksternal maupun internal (Meri Yarni et al., 

2019). Hal ini semakin mempertegas bahwa pengawasan dana desa bukan sekadar opsional, melainkan syarat 

mutlak agar tujuan anggaran desa dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Persoalan yang makin mendesak muncul ketika banyak kasus korupsi dana desa justru terungkap setelah 

bertahun-tahun, melalui audit, atau setelah muncul laporan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif menunggu potensi penyelewengan muncul tetapi harus bersifat 

proaktif dan preventif: sejak perencanaan anggaran, pencairan, pelaksanaan, hingga pelaporan, seluruh tahapan 

harus transparan, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh publik. Dengan mempertimbangkan semua tahapan 

tersebut potensi besar dana desa dalam pembangunan pedesaan, tingginya kasus penyalahgunaan dana, 

lemahnya akuntabilitas, serta pentingnya kontrol internal, partisipasi masyarakat, dan pengawasan 

komprehensif maka muncul urgensi moral, sosial, dan akademik untuk mengeksplorasi secara mendalam 

bagaimana mekanisme pengawasan dana desa dapat dioptimalkan.  

Tulisan ini hadir sebagai upaya menjawab urgensi tersebut: untuk menganalisis bagaimana pengawasan dana 

desa dapat ditata ulang sehingga risiko korupsi bisa diminimalkan, manfaat dana desa bisa maksimal, dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa bisa dipulihkan. Melalui kajian ini diharapkan bisa 

diidentifikasi berbagai model pengawasan yang efektif baik yang berbasis regulasi, kelembagaan, maupun 

partisipasi masyarakat serta hambatan yang selama ini mengganggu implementasinya.  

Pemahaman atas faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa penting agar rekomendasi 

kebijakan dan praktik bisa diberikan dengan tepat, sesuai karakteristik lokal desa, budaya masyarakat, dan 

kondisi kelembagaan. Dengan latar belakang di atas, maka penting bagi peneliti, pembuat kebijakan, aparat 

desa, serta masyarakat luas untuk menyadari bahwa pengawasan dana desa bukan sekadar prosedur 

administratif, melainkan fondasi bagi tata pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, transparan, dan responsif 

terhadap kepentingan publik demi terwujudnya pembangunan desa yang adil, berkelanjutan, dan 

mensejahterakan masyarakat. 
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METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif 

analitis, yaitu memusatkan perhatian pada proses pengawasan dana desa dalam upaya mencegah terjadinya 

korupsi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan 

resmi lembaga pengawas, serta literatur akademik terkait governance, pengawasan publik, dan pencegahan 

korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan untuk menggali pola, tantangan, dan strategi dalam pengawasan dana desa. Teknik analisis data 

dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran 

komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dana desa sebagai upaya menciptakan desa bebas korupsi. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Korupsi Dana Desa 
Pengelolaan dana desa sejak diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, 

pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota. Namun dalam praktik, 

konsepsi ideal ini sering kalah oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan sehingga banyak dana tidak 

berdampak sebagaimana mestinya (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). 

Kasus korupsi dana desa menunjukkan betapa rentannya pengelolaan dana publik di tingkat desa terhadap 

berbagai modus penyalahgunaan. Dari 591 putusan kasus korupsi dana desa antara 2015–2024, terdapat 640 

terdakwa, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 598,13 miliar setara dana untuk 744 desa. 

Mayoritas pelaku adalah perangkat desa: 6 dari 10 pelaku adalah kepala desa, berikut bendahara desa (Kompas, 

2025). Modus korupsi yang paling sering dipakai termasuk laporan fiktif, proyek fiktif, mark-up anggaran, dan 

penyalahgunaan wewenang (Kompas, 2025). 

Tingginya korupsi dana desa bersifat struktural dan sistemik bukan sekadar kesalahan individu. Secara 

struktural-fungsional, korupsi muncul karena “disfungsi” dalam sistem sosial-organisasi desa: fungsi adaptasi, 

pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya (Gunawan & Bahari, 

2024). Ketika struktur kelembagaan desa tidak dilengkapi dengan kontrol internal dan eksternal yang kuat, 

integritas dalam manajemen keuangan desa bisa runtuh (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). 

Rendahnya kapasitas aparat desa baik dari sisi kemampuan teknis pengelolaan keuangan maupun pemahaman 

terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Ketika pejabat desa memiliki 

kewenangan besar atas dana dan pelaksanaan proyek tetapi tidak dibarengi dengan pengawasan efektif maka 

kesempatan untuk korupsi terbuka lebar. Korupsi terjadi karena dorongan (greed), kebutuhan atau motivasi 

pribadi, serta peluang (opportunity) akibat lemahnya sistem pengawasan (Oktoberi & Rinaldi, 2023). 

Lebih jauh, akuntabilitas dan mekanisme supervisi pengelolaan dana desa lemah atau bahkan absen. 

Penyimpangan dana desa sering terjadi karena kurangnya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

laporan pertanggungjawaban (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Ketidakterlibatan masyarakat atau masyarakat 

tidak diberi akses untuk memantau penggunaan dana menjadikan kontrol sosial nyaris tidak efektif meskipun 

penggunaan dana secara prosedural mematuhi regulasi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran 

dan realisasi sangat terbatas (Sundari et al., 2025). 

Di sisi lain, kondisi geografis dan karakteristik desa ikut berperan dalam pola korupsi meskipun secara umum 

kasus korupsi terjadi di seluruh Indonesia, desa-desa berkembang di Pulau Jawa relatif lebih banyak terlibat 

(Prihatmanto et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa “maju/berkembang” 

lebih intensif tapi juga rentan dibanding desa sangat tertinggal, karena potensi proyek dan anggaran lebih besar. 

Korupsi dana desa bukan hanya soal penyalahgunaan dana tapi juga menyangkut kegagalan sosial dan 

pembangunan. Proyek fisik yang dibiayai dana desa tidak pernah terealisasi atau dikerjakan asal-asalan: 

konstruksi di bawah standar, bahan kualitas rendah, atau proyek fiktif (Kompas, 2025). Akibatnya, masyarakat 
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desa tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya layanan publik, infrastruktur, pemberdayaan, 

kesejahteraan melainkan sekedar laporan administratif kosong. 

Korupsi dana desa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketika warga mengetahui 

bahwa proyek pembangunan yang dijanjikan hanya fiktif atau dana dikelola sembunyi, legitimasi 

pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat menjadi terkikis. Hal ini bisa menimbulkan apatisme warga 

terhadap program pembangunan, menurunkan partisipasi sosial, dan melemahkan semangat demokrasi lokal 

padahal idealnya dana desa dirancang untuk memperkuat otonomi dan partisipasi masyarakat di desa. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa sering terkendala: sulit menghadirkan saksi, sulit 

membuktikan kerugian negara secara konkret, tersangka kabur, dan terpidana tidak mengembalikan kerugian 

(Manihuruk, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan hukuman pidana, 

implementasinya belum selalu memberi efek jera yang optimal. Di tengah berbagai fakta suram itu, akar 

penyebab dan pola korupsi yang relatif konsisten, dari situ pula muncul alternatif solusi untuk mencegah 

korupsi dana desa. Korupsi terjadi ketika ada tiga elemen: motivasi (keinginan), kesempatan (kesempatan 

teknis karena kelemahan sistem), dan rasionalisasi (pembenaran moral/psikologis) (Srirejeki & Faturokhman, 

2020). 

Korupsi dana desa bukan sekadar persoalan hukum atau keuangan melainkan isu pembangunan, keadilan 

sosial, dan tata pemerintahan lokal. Ketika dana desa gagal dikelola dengan baik, tujuan pembangunan 

pedesaan: infrastruktur, layanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal semua 

meleset. Alih-alih mempersempit kesenjangan, korupsi dana desa malah memperlebar ketimpangan dan 

merugikan masyarakat miskin desa yang menjadi target utama program. Hal ini diperlukan transformasi dalam 

mengelola dana desa: dari paradigma dana sebagai “bantuan” atau “kewenangan pejabat desa” menjadi 

paradigma “amanah publik” yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Idealnya 

pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip good-governance: transparansi, partisipasi masyarakat, 

akuntabilitas, kontrol internal dan eksternal, serta sanksi terhadap penyalahgunaan (Ash-shidiqqi & Wibisono, 

2018).  

Upaya memerangi korupsi dana desa harus lebih dari sekadar penegakan hukum setelah penyimpangan terjadi. 

Pencegahan sistemik, perbaikan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, kontrol sosial masyarakat, 

penerapan transparansi dan audit rutin, serta embedding budaya integritas semua harus menjadi bagian integral 

dari mekanisme pengelolaan dana desa. Jika dana desa akan tetap menjadi tulang punggung pembangunan 

pedesaan di Indonesia, maka tantangan terhadap korupsi harus dihadapi dengan komitmen bersama dari 

pemerintah, aparat desa, masyarakat, akademisi, hingga lembaga pengawas agar tujuan pembangunan tidak 

sia-sia, dan kepercayaan publik bisa dibangun kembali. 

 

Pengawasan Dana Desa 

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu instrumen vital dalam pembangunan pedesaan di Indonesia sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diarahkan untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan program ekonomi lokal yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan dana desa dimaksudkan tidak hanya 

sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi desa serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun, seiring 

bertambahnya alokasi dana dan perluasan cakupan program, muncul tantangan serius terkait potensi 

penyalahgunaan dan korupsi, sehingga pengawasan atas dana desa menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. 

Pengawasan dana desa memiliki tujuan utama untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan, 

meningkatkan akuntabilitas aparat desa, dan meminimalisasi potensi penyimpangan yang dapat merugikan 

negara maupun masyarakat. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik internal maupun 

eksternal. Internal meliputi pengawasan oleh kepala desa, bendahara, dan perangkat desa lainnya. Sedangkan 

eksternal mencakup peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta aparat pengawas 

pemerintah seperti Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal di 
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tingkat desa sering menghadapi hambatan karena keterbatasan kapasitas teknis, konflik kepentingan, dan 

kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas serta prinsip good governance (Sugiharti et al, 2021). 

Pertama, akuntabilitas keuangan. Lemahnya akuntabilitas internal menjadi faktor utama munculnya 

penyalahgunaan dana (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Akuntabilitas ini mencakup seluruh tahapan 

pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Perencanaan 

yang baik memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan riil masyarakat desa, pencairan dilakukan berdasarkan 

prosedur resmi, pelaksanaan proyek diawasi secara teknis, dan laporan pertanggungjawaban disusun secara 

transparan. Tanpa mekanisme ini, peluang terjadinya penyalahgunaan dana akan sangat tinggi. 

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan 

desa, dalam musyawarah desa, sosialisasi anggaran, serta pemantauan proyek fisik dapat menekan potensi 

korupsi (Kartika & Fikri, 2025). Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga 

menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek desa sehingga mendorong pengawasan sosial yang efektif. 

Masyarakat yang aktif akan mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara rencana, realisasi, dan laporan 

pertanggungjawaban, serta melaporkan indikasi penyimpangan ke aparat pengawas (Pujiyanto et al., 2023). 

Ketiga, pengawasan formal melalui sistem informasi dan teknologi. Penerapan aplikasi keuangan desa 

memungkinkan seluruh tahapan pengelolaan dana dicatat secara real time, memudahkan audit, serta memberi 

akses informasi kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana. Sistem ini tidak hanya meningkatkan 

efisiensi administrasi, tetapi juga menambah tingkat transparansi sehingga meminimalisasi kesempatan bagi 

penyalahgunaan. Meski mekanisme pengawasan formal dan partisipatif sudah tersedia, masih terdapat kendala 

signifikan dalam implementasinya. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat desa dapat efektif hanya jika 

dijalankan secara konsisten dan serius (Kholik, 2024). Di beberapa desa, BPD cenderung pasif karena 

ketidakpahaman prosedur pengawasan, tekanan politik lokal, atau keterbatasan sumber daya. Kondisi ini 

menciptakan celah bagi kepala desa atau bendahara desa untuk menyalahgunakan dana tanpa terdeteksi. 

Kendala serupa juga ditemui dalam pengawasan eksternal oleh Inspektorat; audit dan review sering terlambat, 

tidak berkesinambungan, atau hasilnya tidak diinformasikan secara transparan kepada publik (Hilmantio et al., 

2024). 

Faktor sosial dan budaya desa mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kearifan lokal, norma adat, dan praktik 

gotong royong memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Medan et 

al., 2025). Masyarakat yang memahami dan menghargai nilai-nilai integritas akan cenderung lebih proaktif 

dalam mengawasi penggunaan dana desa dan menolak perilaku korupsi. Budaya lokal dapat menjadi 

pelengkap pengawasan formal, terutama di desa yang memiliki tradisi kolektif dan kontrol sosial yang kuat. 

Kapasitas aparatur desa memainkan peran penting. Aparat desa yang memiliki pemahaman tentang akuntansi, 

perencanaan proyek, dan prinsip pengelolaan keuangan publik cenderung lebih mampu melaksanakan 

pengawasan internal secara efektif (Sugiharti et al, 2021). Untuk itu, pelatihan teknis, workshop, dan 

pendampingan berkelanjutan diperlukan agar perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan kompeten dan 

transparan. Pengawasan dana desa harus dilakukan secara berlapis dan berkesinambungan. Konsep 

pengawasan berlapis mencakup kontrol internal oleh perangkat desa, pengawasan oleh BPD, pengawasan oleh 

masyarakat, serta pengawasan eksternal oleh APIP atau Inspektorat. Integrasi pengawasan internal dan 

eksternal yang berkesinambungan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan menurunkan 

risiko penyalahgunaan (Hilmantio et al., 2024). Pengawasan yang bersifat sporadis atau formalitas semata 

sering kali tidak memberikan efek pencegahan yang signifikan. 

Lebih jauh, pengawasan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di desa. Dana desa 

yang diawasi dengan baik dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, meningkatkan pelayanan 

dasar, dan memberdayakan ekonomi lokal sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat 

(Sugiharti et al, 2021). Sebaliknya, pengawasan lemah menyebabkan proyek fisik mangkrak, dana 

diselewengkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Hal ini menimbulkan 

kerugian jangka panjang baik secara finansial maupun sosial. 
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Kepala desa dan aparat yang mengelola dana publik memiliki kewajiban pertanggungjawaban hukum. 

Penyalahgunaan dana desa dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Meskipun hukum telah 

jelas, implementasinya terkadang terhambat karena kesulitan membuktikan kerugian negara, minimnya saksi, 

atau lambannya proses hukum (Manihuruk, 2021). Oleh karena itu, pengawasan preventif yang melibatkan 

masyarakat dan sistem teknologi informasi menjadi sangat penting. Pengawasan dana desa harus bersifat 

proaktif dan preventif. Deteksi dini terhadap ketidaksesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan laporan 

pertanggungjawaban dapat mencegah korupsi sebelum terjadi. Partisipasi masyarakat, audit internal rutin, serta 

pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam strategi pencegahan (Kartika & Fikri, 2025). 

Dalam konteks ini, pengawasan bukan sekadar mekanisme kontrol, tetapi juga bagian dari strategi 

pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. 

Lebih jauh, pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas aktor: pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, aparat desa, BPD, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal. Pengawasan multi-aktor 

menghasilkan hasil yang lebih efektif dibandingkan pengawasan tunggal, baik dalam mencegah 

penyalahgunaan maupun meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dana desa mencerminkan 

prinsip good governance: transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kontrol internal dan eksternal, 

serta penerapan sanksi bagi pelanggaran. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, pengawasan tidak 

hanya mencegah korupsi, tetapi juga memastikan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan 

pedesaan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. 

 

Desa Bebas Korupsi 

Upaya membangun desa bebas korupsi menjadi krusial ketika alokasi dana desa terus meningkat dan perannya 

semakin vital dalam pembangunan pedesaan. Tanpa upaya sadar untuk memperkuat transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dana desa bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan sehingga 

membalikkan tujuan awalnya untuk kesejahteraan dan pemerataan. Oleh karena itu, mewujudkan desa bebas 

korupsi menuntut transformasi sistem, budaya, dan struktur kelembagaan di tingkat desa. 

Pertama, transparansi. Transparansi berarti setiap tahap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, alokasi 

anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Ketika dokumentasi anggaran dan penggunaan dana dipublikasikan, maka akan meningkatkan akuntabilitas 

dan menekan ruang bagi penyalahgunaan (Wulandari & Al-Amin, 2025). Laporan yang hanya bersifat 

formalitas—spanduk proyek tanpa detail keuangan—tidak cukup untuk mencegah korupsi (Ombusman, 2022). 

Oleh karenanya, desa perlu menyediakan media keterbukaan: papan informasi di balai desa, dokumen APBDes 

yang tersedia untuk umum, serta akses pada laporan realisasi dan pertanggungjawaban baik secara fisik 

maupun digital. 

Kedua, partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat aktif dilibatkan sejak perencanaan pembangunan, mereka 

tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas sosial yang efektif (Kartika & Fikri, 2025). 

Pelibatan perempuan desa, pemuda, dan kelompok rentan lainnya membantu memastikan bahwa keputusan 

pembangunan sesuai kebutuhan riil bukan hanya kepentingan elit dan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan 

dengan sungguh-sungguh. Partisipasi ini membangun rasa memiliki kolektif terhadap pembangunan desa, 

sehingga memunculkan tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawasi dan menegur jika ada 

penyimpangan. 

Ketiga, akuntabilitas keuangan dan kelembagaan. Desa harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang 

memadai, memakai standar akuntansi pemerintahan desa, sehingga setiap transaksi bisa diaudit, dilacak, dan 

dipertanggungjawabkan. Audit internal oleh badan pengawas desa atau lembaga perwakilan lokal serta audit 

eksternal oleh instansi pemerintah terkait, perlu dijalankan secara rutin. Penerapan sistem keuangan desa 

berbasis digital seperti sistem keuangan desa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara 

signifikan, serta mengurangi risiko fraud (Kesa et al., 2024). 

Tentu saja, semua mekanisme formal tidak akan efektif tanpa pemberdayaan kapasitas aparatur desa dan 

pembangunan budaya integritas. Aparat desa, kepala desa, sekretaris, bendahara, dan perangkat lainnya harus 
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dibekali pengetahuan teknis tentang regulasi keuangan, prosedur pelaporan, serta nilai-nilai etika 

pemerintahan. Pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi 

korupsi harus disediakan secara terstruktur. Tanpa kapasitas memadai, baik transparansi maupun akuntabilitas 

akan tereduksi menjadi formalitas kosong yang mudah dimanipulasi. 

Lebih jauh, transformasi menuju desa bebas korupsi harus memakai pendekatan holistik berbasis good 

governance desa yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan teknis, tetapi juga aspek sosial 

budaya lingkungan desa. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, solidaritas, rasa malu terhadap 

penyalahgunaan bisa menjadi kontrol sosial yang kuat di masyarakat. Ketika masyarakat peduli, aktif, dan 

memiliki kesadaran kolektif atas amanah dana publik, potensi penyalahgunaan dapat ditekan (Ambarwati & 

Assiddiq, 2024). Oleh karena itu, strategi antikorupsi di desa tidak bisa hanya “menyalakan” sistem kontrol, 

tetapi juga “membangun” karakter: integritas, tanggung jawab, keterbukaan, dan etika bersama. 

Kolaborasi multi-aktor antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pengawas internal dan 

eksternal, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung 

kapasitas desa baik lewat regulasi, pendampingan, sumber daya, dan mekanisme audit untuk memastikan tata 

kelola desa sesuai standar. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil, media lokal, dan perguruan tinggi bisa 

mengambil peran sebagai “pendamping independen”, melakukan audit sosial, edukasi antikorupsi, serta 

kontrol publik jangka panjang. Kolaborasi semacam ini efektif membangun transparansi, mengurangi 

penyalahgunaan, dan memperkuat legitimasi pemerintahan desa (Susanti et al., 2023). 

Praktik untuk mewujudkan desa bebas korupsi bukan tanpa tantangan. Keterbatasan akses informasi, 

rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmampuan teknis aparatur, dan budaya patron-klien yang kuat yang 

bisa menjegal upaya transformasi. Transparansi dan partisipasi memang berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada komitmen aparatur dan 

kesungguhan masyarakat dalam mengawal proses. 

Untuk itu, strategi mewujudkan desa bebas korupsi harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa 

langkah praktis yang bisa diterapkan pada tingkat desa antara lain: 

1. Menyediakan saluran keluhan dan pelaporan yang aman dan mudah diakses masyarakat (kotak 

pengaduan, hotline, mekanisme whistleblower) untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan. 

2. Menerapkan sistem pelaporan dan audit rutin internal dan eksternal serta memastikan laporan hasil 

audit tersedia bagi publik. 

3. Memanfaatkan teknologi informasi: memperbarui dan mengoptimalkan sistem keuangan desa digital 

(Siskeudes), publikasi anggaran dan realisasi secara daring, serta arsip dokumen keuangan yang 

mudah diakses. 

4. Melakukan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada warga desa dan aparatur desa, 

termasuk melalui musyawarah desa, pelatihan, dan kampanye antih korupsi. 

5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahap: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 

dan evaluasi pembangunan desa. 

6. Menguatkan peran lembaga lokal, lembaga perwakilan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM 

sebagai kontrol sosial dan mediator apabila terjadi konflik kepentingan. 

7. Memastikan sanksi tegas bagi pelanggaran administratif, perdata, atau pidana agar muncul efek jera. 

Jika mekanisme ini dijalankan secara konsisten, transparan, dan partisipatif ditopang oleh regulasi, teknologi, 

kapasitas aparatur, serta komitmen moral dan sosial maka desa bebas korupsi bukan sekadar impian, melainkan 

tujuan realistis. Desa yang bersih dari kecurangan akan mampu mengelola dana publik secara optimal, 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. 

Mewujudkan desa bebas korupsi memerlukan kombinasi dari sistem pengelolaan dana yang baik (transparansi, 

akuntabilitas, audit), partisipasi aktif masyarakat, kapasitas aparatur yang memadai, budaya integritas, dan 

kolaborasi lintas aktor. Desa bukan sekadar objek penerima dana, tetapi juga subjek pemerintahan yang harus 

bertanggung jawab, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan. Jika semua elemen ini 
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berjalan selaras desa dapat bertransformasi menjadi pemerintahan lokal yang bersih, akuntabel, demokratis, 

dan pro-rakyat. 

 

KESIMPULAN 
Pengawasan dana desa merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa 

yang bersih, transparan, dan akuntabel. Potensi korupsi pada pengelolaan dana desa sangat besar karena adanya 

alokasi anggaran yang terus meningkat dan sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia 

serta sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, upaya mewujudkan desa bebas korupsi harus 

dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan secara terpadu yang melibatkan semua unsur, baik internal 

maupun eksternal desa. 

Peran pemerintah desa sebagai pengelola utama dana desa harus disertai pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

good governance, khususnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Di sisi lain, lembaga 

pengawasan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diberdayakan agar mampu menjalankan 

fungsi kontrol secara efektif tanpa adanya konflik kepentingan. Selain itu, Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan adanya penindakan dan 

pembinaan bagi desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat harus menjadi 

pilar pengawasan pengelolaan dana desa. Melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pelaporan keuangan desa, masyarakat dapat berperan sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan dan 

realisasi penggunaan dana desa. Transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi publik mampu 

memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dana desa. 

Upaya mewujudkan desa bebas korupsi harus dilakukan melalui reformasi sistem yang berkesinambungan, 

peningkatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan anggaran, serta 

penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, aparat desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, pengelolaan dana desa yang berintegritas dapat 

tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian, pengawasan dana desa bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung 

jawab seluruh komponen desa untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan tepat sasaran, 

transparan, serta mampu mendorong terwujudnya desa yang lebih maju, mandiri, dan sepenuhnya bebas dari 

praktik korupsi. 
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